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ABSTRACT

State treasurers are treasurers or officials who make payments whose funds
come from the State Budget / Regional Revenue and Expenditure Budget consisting
of Central and Regional Government Treasurers both Provincial, Regency or City.
This study aims to determine the application of Value Added Tax (VAT) and Income
Tax (PPh) Article 22 at the Deputy for Industry and Investment, Kemenparekraf
carried out by state treasurers related to the procurement of goods.

This research is a qualitative research. The data sources in this study are
the results of interviews as primary data and observations of financial
accountability files and tax reportssof.the Deputy for Industry and Investment,
Kemenparekraf in 2022 as_secondary data. Hypothesis testing used in this study
using descriptive analysis.

The results'showed that in general (1) the application of VAT on the
procurement of goods is in accordance with the existence of two different tariffs in
2022 (LawNumber 42 of 2009 and Law Number 7 of 2021), (2) the application of
Income<Tax Article 22 on the procurement of goods is appropriate, (3) the
application of VAT and Income Tax Article 22 on the procurement of goods is
sufficiently in accordance with applicable tax regulations, and (4) the compliance
of the state treasurer on the application of VAT and Income Tax Article 22 on the
procurement of goods is sufficiently in accordance with applicable regulations.

Keywords: VAT, Income Tax Article 22, State Treasurer, Procurement of Goods.



ABSTRAK

Bendaharawan negara merupakan bendaharawan atau pejabat yang
melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari
Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten ataupun
Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Deputi Bidang Industri dan
Investasi, Kemenparekraf yang dilakukan oleh bendaharawan negara terkait
pengadaan barang.

Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif. Sumber data dalam penelitian
ini adalah hasil wawancara sebagai data primer dan observasi atas berkas
pertanggung jawaban keuangan dan laporan perpajakan Deputi Bidang Industri dan
Investasi, Kemenparekraf di tahun 2022 sebagai data sekunder. Pengujian hipotesis
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum (1) penerapan PPN atas
pengadaan barang sudah sesuai dengan adanya dua pengenaan tarif yang berbeda
di tahun 2022 (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021), (2) penerapan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang sudah
sesuai, (3) penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang sudah cukup
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,dan (4) kepatuhan bendaharawan
negara atas penerapan PPN dan PPh pasal 22 atas pengadaan barang sudah cukup
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: PPN, PPh Pasal 22, Bendaharawan Negara, Pengadaan Barang.
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